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ABSTRAK

Mahsar Torada, S3 10208227. Tinjauan Yuridis Pengalihan Peradilan
Koneksitas Menjadi Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia Yang Terlibat Tindak Pidana Umum Di Polda Gorontalo

Bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana umum maka berlaku
ketentuan melalui pasal 29 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian yang menyebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Ketentuan ini ditindaklajuti
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2003 tetang Pelaksanaan Teknis
Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesai. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 menyebutkan
bahwa Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian, Negara Republik
Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum. acara yang berlaku di
lingkungan peradilan umum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses hukum terhadap
anggota Polri yang melakukan tindak pidana umum pasca pengalihan sistem
peradilan koneksitas menjadi sistem peradilan umum di Polda Gorontalo sudah
berjalan dengan baik, dan kendala apa yang menghambat proses pemeriksaan
perkara tindak pidana umum yang dilakukan anggota Polri pasca pengalihan
sistem peradilan koneksitas menjadi peradilan umum di Pelda Gorontalo.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan jenis
penelitian sosiologis, sumber data berupa data primer dan data Sekunder, analisis
data untuk menjawab masalah penelitian mengunakan tehnik deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa proses hukum terhadap
anggota Polri yang melakukan tindak pidana umum pasca pengalihan sistem
peradilan koneksitas menjadi sistem peradilan umum di Polda Gorontalo belum
berjalan maksimal. Terbukti masih banyak kasus tindak pidana yang dilakukan
oleh anggota Polda Gorontalo yang mengendap atau belum dilimpahkan
kepengadilan umum dengan berbagai alasan. Kendala yang menghambat proses
pemeriksaan perkara tindak pidana umum yang dilakukan anggota Polda
Gorontalo adalah dipengaruhi oleh faktor melindungi anak buah, faktor nama baik
korps; faktor sumber daya manusia, dan faktor sarana dan prasarana.
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ABSTRACT

Mahsar Torada, S3 10208227. The juridical review of Interconnection of
jurisdiction of transferring adjudication to become a public adjudication for
the member of state police of republic Indonesia who are involved in public
criminal act in district police of Gorontalo

This research purposed to know is the law process against the members of
Polri who does public criminal act after the interconnection of jurisdiction
Jjudicator system transferring to become a jurisdiction system in District police of
Gorontalo done well. And what factors, influencing public criminal act
investigation case process done by members of state police of republic Indonesia
after the interconnection of jurisdiction judicator system transferring to become a
jurisdiction system in District police of Gerontalo:

Method used was a qualitative descriptive, with a sociology research kind,
data source were prime and second data, data analyze to obtain illustration about
the condition for every research variable discussed in qualitative descriptive.

For the member of state police of Republic Indonesia who does a public
criminal act be in effect of section 29 of Undang-undang Number 2 Year 2002
about The Police that mentions that the member of State Police Of Republic
Indonesia must be bent down under the power of public adjudication. This clear is
advance acted through Government Regulation Number 3 year 2003 about
Institutional Technical Realization of public Adjudication for The Member of
State Police of Republic Indonesia. Section:2 of Government Regulation Number
3 Year 2003 mentions that Criminal Adjudication Process for State Police of
Republic Indonesia publicly deone following the judieial procedure in the
surrounding public adjudication.

Based on the research that that law process against State Police of Republic
Indonesia who does a public criminal act after the transferring of interconnection
of jurisdiction system to become a public adjudication system in District police of
Gorontalo is not maximum yet. Proven in many cases of criminal act done by the
member of District Police of Gorontalo deposit or not transferred yet to the public
adjudication for many reasons.

The public criminal act case investigation process done by the member of

District Police of Gorontalo influenced by factor of protecting the subordinate,
factor of the corps name, factor of human resource, and factor of facilities.
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